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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan 

suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan 

ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan 

permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar 

pemikiran yang benar. 

Teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. 

Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja,  tetapi tidak 

akan ada ilmu pengetahuan. Kecuali (1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi 

dari fakta-fakta hasil pengamatan,  teori itu juga: (2) Memberi kerangka orientasi 

untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; 

(3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi;  (4) Mengisi 

lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau 

sedang terjadi.18 

Teori umumnya dibagi dalam suatu klasifikasi seperti teori dasar (lower-

level), teori pertengahan (middle-range), dan teori umum. Teori dasar terdiri dari 

satu atau sejumlah pernyataan teoritis yang berkaitan dengan ragam jenis 

kejadian-kejadian tertentu. Teori pertengahan mencakup jenis kejadian yang lebih 

                                                             
18Koentjoroningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: P.T Gramedia, 
1997), 19. 
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luas, yang menggabungkan dan mempertalikan sejumlah proposisi yang semula 

terpisah. Teori umum,  cakupannya sangat luas, ia menggabungkan teori-teori 

pertengahan ke dalam struktur yang luas guna mengintegrasikan pengetahuan ke 

dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam keseluruhan disiplin.19 

Teori mengandung tiga hal, Pertama, teori adalah serangkaian proposisi 

atau konsep yang berhubungan. Kedua, teori adalah menerangkan secara 

sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep. 

Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan cara menentukan konsep mana 

yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.20 

Kerangka dasar dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa 

pendekatan teoritik yang akan menunjang dalam analisis data. Kerangka teoritik 

tersebut adalah konsep rekrutmen politik dan fenomenologi. Dalam penelitian ini 

teori rekrutmen digunakan karena fokus penelitian pada perekrutan Risma dalam 

pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015. Sedangkan fenomenologi digunakan 

karena untuk mengetahui adanya motif perekrutan non kader serta menganalisis 

adanya pihak yang pro dan kontra karena notabenenya Risma bukan kader PDI 

Perjuangan. 

 

 

 

                                                             
19Jack C. Plano, dkk, terjemahan oleh Edi S. Siregar, Kamus Analisa Politk Cetakan 
ketiga (Jakarta: Rajawali pers, 1994), 266. 
20Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 
1989), 37.  
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A. Konsep Rekrutmen Politik 

1. Definisi Rekrutmen Politik 

Rekrutmen politik merupakan sebuah fungsi dari penyeleksian 

rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui 

penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, 

mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian, 

terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan partisipasi 

politik dalam masyarakat. 

Hal ini meliputi pembelajaran mengenai peristiwa-peristiwa 

politik dengan cermat tentang bagaimana para partisipan atau peserta 

sampai terakomodasi dalam suatu keanggotaan institusi politik, dari 

mana asal mereka, dengan jalan apa, gagasan-gagasan, keterampilan-

keterampilan yang dipersyaratkan dan hubungan-hubungan yang 

mereka peroleh atau mereka korbankan. Dengan demikian, rekrutmen 

politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan, 

yang sebagian besar dipelajari  melalui sistem pemagangan.21 

Mempelajari rekrutmen adalah melihat peristiwa-peristiwa 

politik dengan cermat tentang bagaimana para partisipan atau peserta 

sampai kesana, dari mana asal mereka dan dengan jalan apa saja serta 

gagasan-gagasan, keterampilan-keterampilan dan hubungan-hubungan 

                                                             
21Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 79. 
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apa yang mereka peroleh atau mereka buang. Mengetahui kecakapan, 

sensitivitas, tujuan, dan mandate mereka, orang sebaiknya dapat 

mengantisipasi dan menafsirkan apa yang mereka katakan dan 

lakukan. Pada gilirannya, penilaian yang lebih baik bisa dijadikan 

pertimbangan kunci: kinerja, oleh para elit dan oleh lembaga-lembaga 

serta sistem yang mereka  jalankan. Di mana rekrutmen politik 

merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan secara 

parsial.22 

Salah satu fungsi pokok partai politik yakni rekrutmen atau 

sistem penseleksian calon-calon pemimpin politik. Sistem rekrutmen 

dipengaruhi oleh tradisi partai dan lingkungan sistem politiknya. Tidak 

semua partai menjadikan keanggotaan sebagai satu-satunya jalan 

masuk menuju jenjang karir politik yang terhormat. Namun tradisi 

partai kuat di Eropa menjadikan partai politik sebagai jalur utama 

menuju jenjang karir politik. Tanpa menjadi anggota partai seseorang 

tidak akan begitu saja diterima oleh institusi politik. Menjadi anggota 

partai dengan demikian merupakan keharusan bagi seseorang yang 

bercita-cita menekuni karir politik dalam tradisi partai kuat. 

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. 

Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem yang dianut. 

Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah 

                                                             
22Adam Kuper & Jessica Kaper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial,786. 
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setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara 

ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi 

administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada 

ideologi Negara.23 

Partai politik berperan merekrut pengikut-pengikut mereka, 

menominasikan kandidat-kandidat mereka, mencari dana untuk 

mendukung pilihan-pilihan mereka untuk memegang jabatan publik. 

Tanpa partai-partai politik proses pemilihan pejabat-pejabat menjadi 

kacau karena ratusan orang bias saja mencalonkan diri untuk setiap 

jabatan.24 

Tanpa rekrutmen politik, suatu partai politik tidak memiliki 

anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam 

berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya 

partai politik untuk memperluas partisipasi politik dikalangan 

masyarakat.25 

2. Prosedur Rekrutmen Politik 

Perekrutan ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa 

formal maupun tidak formal. Proses dua arah karena individu-individu 

mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh 

orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu. Perekrutan 
                                                             
23Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Pustaka 
Pelajar,2003),13  
24Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), 84.  
25Ibid., 89. 
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dapat juga dilakukan secara formal, jika para individu direkrut dengan 

terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. 

Perekrutan informal dilakukan apabila individunya direkrut secara 

sendiri tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional. 

Proses rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui 

prosedur, pemilihan umum, ujian, training formal, serta sistem giliran. 

Dalam proses ini terdapat klasifikasi prosedur rekrutmen elit politik 

kedalam 2 bentuk, yaitu : 

a. Prosedur Tertutup,  suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh 

elit partai, siapa saja yang akan dicalonkan  sebagai anggota 

legislatif dan eksekutif. 

b. Prosedur Terbuka, nama-nama calon yang 

diajukan  diumumkan  secara terbuka dalam bentuk kompetisi 

murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka 

adalah: Mekanismenya demokratis. Tingkat kompetisi politiknya 

sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin 

yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas 

pemimpin tinggi. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis 

dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.26 

                                                             
26Putra Fadilah, Partai Politik Dan Kebijakan Politik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2002), 15. 
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Sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul 

demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh 

dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat 

mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan 

mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan 

kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena 

proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang 

mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai 

tersebut.27 

3. Fungsi Rekrutmen Politik 

Rekrutmen yang dilakukan oleh parpol tidak hanya dilakukan 

untuk mencari anggota baru partai, tetapi juga terkait dengan persoalan 

merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik 

di lembaga eksekutif maupun legislatif. Jika melihat dari pengalaman 

negara-negara lain, berbagai elemen harus dipertimbangkan di dalam 

proses rekrutmen partai, mulai dari kriteria calon, mekanisme nominasi 

dan seleksi, serta siapa yang akan menjalankan mekanisme tersebut. 

Karena itu, setiap partai politik tentu memiliki cara yang berbeda 

untuk menjalankan sistem rekrutmennya masing-masing.28 

                                                             
27Ibid., 17. 
28Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik 
Ideal di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputian 
Pencegahan, Komisi Pemberantasan KorupsiBekerja sama denganPusat penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(P2Politik LIPI), 2016), 21. 
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Dalam konteks demokrasi, rekrutmen kandidat pejabat publik 

oleh partai politik pada dasarnya membuka kesempatan yang sama 

untuk masuk, bersaing (kompetisi), dan dapat menduduki jabatan 

politik maupun jabatan pemerintahan bagi setiap warga negara. Setelah 

itu, akan ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi oleh individu 

yang ingin direkrut sebagai kandidat tersebut. Persyaratan ini 

diterapkan oleh parpol dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

objektif, rasional, sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, ada 

pula negara yang menerapkan rekrutmen kandidat dengan mekanisme 

yang cair; tanpa adanya aturan yang ketat.29 

Rekrutmen politik merupakan salah satu tugas dan fungsi partai 

politik sebab rekrutmen berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Namun, sulit 

dipungkiri bahwa problematika rekrutmen politik yang dihadapi arti 

tidak sederhana. Sebagian partai tidak memiliki visi perubahan yang 

jelas, sehingga hanya sibuk berebut rente (rent seeking) melalui 

jabatan publik di legislatif dan eksekutif. Akibatnya, para elite partai 

abai menyiapkan sistem rekrutmen sebagai instrumen seleksi yang bisa 

menjamin terpilihnya para penyelenggara negara yang bersih, 

                                                             
29Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik 
Ideal di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputian 
Pencegahan, Komisi Pemberantasan KorupsiBekerja sama denganPusat penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(P2Politik LIPI), 2016), 26. 
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akuntabel, dan memiliki pemihakan terhadap kepentingan rakyat, 

bangsa, dan negara. 

Seperti dalam momentum menjelang pemilu, partai politik pada 

akhirnya cenderung terburu-buru menyiapkan calon legislatif. 

Sehingga yang muncul dan lolos sebagai pasangan calon adalah 

mereka yang mengandalkan modal finansial yang besar. 

memanfaatkan populer secara publik namun tidak kompeten, dan 

bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki pemahaman mengenai 

persoalan politik dan pemerintahan yang kelak menjadi tangung 

jawabnya. Sebagai dampak lanjutannya, kualitas akuntabilitas para 

wakil rakyat dan pejabat publik, serta juga kualitas kinerja lembaga 

demokrasi yang dihasilkan pemilu relatif rendah.30 

Proses rekrutmen politik di dalam suatu partai pada dasarnya 

merupakan manifestasi dari dinamika dan demokrasi internal partai 

yang bersangkutan. Semakin demokratis kehidupan parpol secara 

internal maka semakin demokratis pula proses rekrutmen itu 

berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Dinamika internal partai 

mencerminkan kecenderungan yang sama. Suatu parpol yang memiliki 

tingkat pertarungan kekuasaan antar faksi yang tinggi cenderung pula 

mempunyai mekanisme dan sistem rekrutmen yang terbuka dan 

                                                             
30Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik 
Ideal di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputian 
Pencegahan, Komisi Pemberantasan KorupsiBekerja sama denganPusat penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(P2Politik LIPI), 2016),  41. 
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demokratis karena secara internal para kader dan pengurus partai 

berkepentingan agar terjadi keseimbangan kekuasaan antar faksi yang 

saling bersaing di dalam partai.31 

4. Problem Rekrutmen Politik 

Problem rekrutmen politik di sebagian besar partai politik di 

Indonesia pada umumnya terkait dua jenis rekrutmen, yakni rekrutmen 

kepengurusan, dan seleksi calon pejabat publik. Dalam konteks seleksi 

kepengurusan, problem berpusat pada belum melembaganya 

mekanisme rekrutmen yang terbuka, demokratis, dan akuntabel. 

Kondisi ini terutama disebabkan karena lemahnya kedudukan anggota 

partai dalam kehidupan parpol di satu pihak, dan penguasaan partai 

oleh seorang tokoh besar, atau oleh pemilik modal, atau oleh sebuah 

keluarga, sehingga tidak tumbuh kompetisi sehat dalam arti terbuka, 

demokratis dan akuntabel di internal partai.32 

Problem lain terkait rekrutmen calon pejabat publik adalah 

relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik 

untuk pilihan legislatif maupun untuk pasangan calon dalam pilpres 

dan pilkada. Anggota sebagai pemilik kedaulatan tertinggi partai 

semestinya turut serta dalam proses seleksi para calon pejabat publik. 

                                                             
31Ibid., 43. 
32Syamsudin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik 
Ideal di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputian 
Pencegahan, Komisi Pemberantasan KorupsiBekerja sama denganPusat penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(P2Politik LIPI), 2016), 45. 
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Jika pun secara teknis sulit melibatkan anggota partai dalam proses 

rekrutmen, sekurang-kurangnya anggota partai turut serta memilih 

delegasi partai yang akan terlibat dalam proses rekrutmen calon 

pejabat publik. Meknisme pemilihan pendahuluan berupa konvensi 

daerah partai atau kaukus daerah partai atau apa pun namanya, dapat 

menjadi wadah bagi anggota partai ataupun delegasi partai dalam turut 

menentukan para kandidat pejabat publik di legislatif dan eksekutif.33 

B. Pendekatan Fenomenologi 

Fenomenologi memiliki pengertian yaitu sebagai ilmu yang 

berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. 

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia 

mengontruksi makna dan konsep penting dalam kerangka 

intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh 

hubungan kita dengan orang lain).34 

Alfred Schutz menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat 

diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz 

memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, 

akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang 

                                                             
33Ibid., 46. 
34 Engkus Kuswarno, Fenomenologi (Fenomena Pengemis Kota Bandung), Bandung: 
Widya Padjajaran,2009) 2. 
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digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep 

intersubyektif yaitu kehidupan dunia atau kehidupan sehari-hari.35 

Pada prinsipnya, fenomenologi adalah salah satu bidang filsafat 

yang memfokuskan diri dan mengeksplorasi pengalaman akan kesadaran 

manusia. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi sering disebut sebagai 

metode pemberian tanda kurung (Bracketing). Menurutnya, fenomenologi 

mengandung ide membuka persepsi yang murni lepas dari common sen 

atau akal sehat. Elemen dalam persepsi Husserl meliputi kesadaran akan 

kedirian, gambaran mental (kesan) dari sesuatu,dan penyusunan makna 

(kesan) dari gambaran tersebut.36 

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif 

menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami 

dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah 

refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki 

makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Fenomenologi 

menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam 

dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya. 

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, 

adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan 

                                                             
35 Geogre Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, terj Alimandan, 
(Jakarta: Kencana,2007), 94. 

36 Mudji Sutrisno, Teori-Teori kebudayaan,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 82. 
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penyebabnya, realitas yang sebenarnya,dan penampilannya.37 Makna 

fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah 

refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna 

yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos 

fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari 

fenomena tersebut.38 

Dalam melihat segala sesuatu, manusia menggunakan sejumlah 

elemen yang ada dalam dirinya untuk dapat memberikan kepada objek 

tertentu apa yang diindrainya. Namun, menurut Husserl sebelum 

mengetahui sesuatu di luar dirinya, manusia harus terlebih dahulu 

mempunyai sense of being a self atau akal/rasa tentang diri sehingga kita 

sadar akan apa yang kita persepsikan.39 

Schutz memiliki pendapat lain, bahwa fenomenologi merupakan 

tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia 

memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan 

manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh 

arti. 

Ada tiga kata kunci dari Schutz yang merangkum gagasannya, 

yaitu taken-for-granted world, common-sense knowledge, dan typification 

                                                             
37

 Geogre Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Predana 
Media, 2008), 76. 
38

 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2013), 302. 
39 Mudji Sutrisno, Teori-Teori kebudayaan,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005),  82. 
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atau klasifikasi objek dalam kategori umum.interaksi sosial harus diterima 

dalam lingkup situasi yang sudah ada (taken-for-granted world) dengan 

memaksimalkan pengetahuan akalsehat (com-on sense knowledge)-

daripada pengetahuan rumitversi Husserl yang memisahkan pengetahuan 

akalsehat dengan pengalaman (persepsi murni). Menurut Schutz, interaksi 

terjadi karena berdasarkan pandangan dunia yang sama. Pengetahuan 

akalsehat dan pengalaman dunia fenomena dengan cara yang sama disebut 

sebagai “perspektif timbal balik” (reciprocal of perspectives).40 

Fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektifisme yang tidak 

hanya memandang dari realitas yang tampak, tetapi berupaya menggali 

makna subjektif yang ada di balik fenomena tersebut.41  

Menurut Schultz tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu 

saja, tetapi melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dengan 

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika 

agama atas dasar kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu 

dilakukan. Schutz juga berpendapat bahwa dunia sosial merupakan sesuatu 

yang intersubjektif dan pengalamanyang penuh makna (meaningfull). 

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam 

bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari.dunia 

tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk 

                                                             
40

 Ibid, 82. 
41

 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama, 
(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 72. 
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menentukan apa yang dilakukan untuk dirinya atau orang lain. Kehidupan 

sehari-hari manusia memiliki keinginan yang berbeda sebab itu mereka 

berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.42 

Schutz juga menyebutkan konsep motif memiliki dua pemaknaan. 

Pertama, motif in order to, kedua, motif because. Motif in order to ini 

motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang bertujuan mencapai hasil. Makna tindakan identik dengan motif 

untuk tindakan (in order to motive); artinya,untuk memahami tindakan 

individu maka harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan 

tersebut.43 Sedangkan motif because merupakan motif yang melihat ke 

belakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu 

sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam 

tindakan selanjutnya.44 Menurut Schutz, harus dilihat motif asli (because 

motive) yang benar-benar mendasari tindakan yang dilakukan oleh 

individu.45 

  

                                                             
42 Tom Campbell,Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan,  (Yogyakarta: 
Kanisius, 1994), 237. 
43Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama, 
(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 72. 
44 Tom Campbell,Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan,  (Yogyakarta: 
Kanisius, 1994), 270. 
45Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama, 
(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 72. 




